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Pendapatan merupakan salah satu factor penting untuk 
dipertimbangkan dalam menentukan program penyediaan 
perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 
sesuai dengan amanat UU PKP, NO 1 2011, bahwa hak setiap warga 
negara untuk menempati, dan atau memiliki rumah yang layak 
dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Salah satu 
angka yang digunakan adalah AMI. Metode ini digunakan dalam 
menentukan batasan pendapatan rumah tangga, untuk 
menentukan sasaran rumah tangga yang berhak mendapatkan 
bantuan subsidi perumahan. Metode ini digunakan dalam 
menentukan batasan pendapatan rumah tangga, untuk 
menentukan sasaran rumah tangga yang berhak mendapatkan 
bantuan subsidi perumahan di Negara Amerika Serikat. Mertode 
multy stage sampling dengan resiko kesalahan 8% diambil di Kota 
Bandung, didapatkan 733 kepala keluarga sebagai objek sampling. 
Metode analisis deskrptif digunakan untuk menentukan kelas 
pendapatan AMI dan metode CHAID untuk membuktikan bahwa 
pendapatan merupakan factor penting dalam menentukan 
penghunian rumah masyarakat Bandung. Kelas pendapatan 
dengan metode yang digunakan AMI  untuk jumlah keluarga 1 dan 
2 sampai kelas pendapatan sedang berada di bawah angka KHL. 
Artinya angka kelas pendapatan AMI terletak pada angka yang 
lebih dari 60% (kelas pendapatn sedang) dari seluruh amggota 
keluarga 1 sampai dengan 2 orang, terletak di bawah angka KHL 
 
Kata kunci: Kelas pendapatan, AMI, bantuan perumahan, 
masyarakat berpenghasilan rendah, Kota Bandung. 
 
Abstract 
Income is an important factor to consider in determining the housing 
provision program especially for low income people. According to UU 
PKP, No. 1, 2011,  every citizen has the right to occupy, and or to have 
a decent house in a healthy, safe, harmonious, and organized 
environment. Area Median Income (AMI) is one of the information 
used to decide the eligibility of an individual to own the house. This 
method is used in determining household income limits, to determine 
the target households entitled to subsidized housing assistance in the 
United States of America. Multi stage sampling method with 8% 
error risk was conducted to 733 head of family as object of sampling 
in Bandung. Descriptive analysis method is used to determine AMI 
income class and CHAID method to prove that the income is an 
important factor in determining the residential of Bandung 
community. The income class that is used by AMI for the number of 
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families 1 and 2 until middle class income is below the KHL score. 
This means that AMI's income class number lies at a rate greater 
than 60% (average class) of all family members until 1 to 2 persons, 
located below the KHL. 
 
Keywords: Income Class, AMI, Housing Assistance, Low Income 
People, Bandung City. 
2018 
 
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
 
Laju urbanisasi penduduk desa di seluruh penjuru 
Indonesia mencapai 4 persen per tahun. 
Diperkirakan sebanyak 65 persen penduduk desa 
akan berpindah ke kota pada 2025. Salah satu 
penyebablaju   urbanisasi  tersebut  karena rendah
nya tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang 
sebagian besar berprofesi sebagai petani subsisten 
(Pikiran Rakyat, 2018). Urbanisasi merupakan 
salah satu penyebab tingginya perkembangan 
penduduk di perkotaan, selain pertumbuhan 
penduduk secara alami,  diikuti dengan 
meningkatnya kebutuhan tanah, baik 
untuk pemukiman maupun kegiatan perkotaan 
lainnya. Tanah sebagai sumber daya alam bersifat 
terbatas, kebutu-han manusia terus meningkat, 
ketersediaan tanah menjadi langka dan menjadi 
komo-ditas ekonomi mahal. Masyarakat miskin, 
pada umumnya datang ke kota untuk me-ngadu 
nasib, dengan kemampuan terbatas, mencari 
penghidupan yang lebih baik, seba-gai masyarakat 
yang terpinggirkan menjadi korban, dengan tingkat 
penghasilan rendah, akan sulit untuk mendapatkan 
akses perumahan yang layak. Regulasi penataan 
ruang diperlukan, sehingga lahan yang tersedia 
fungsinya dapat dioptimalkan, dengan biaya dapat 
terjangkau oleh masyarakat miskin. 
 
Pendapatan merupakan salah satu factor yang 
berpengaruh terhadap penghunian rumah suatu 
keluarga, sesuai dengan penelitian Trilestari dan 
Marwasta (2013) di rusunawa Pekunden dan 
Bandaharjo Semarang, bahwa adanya hubungan 
atau korelasi secara nyata antara variabel sosial 
ekonomi dengan beberapa alasan penghuni dalam 
memilih menempati rumah susun. Variabel 
pendapatan dianggap aspek yang paling 
dipertimbangkan penghuni dalam memilih rumah 
susun sebagai tempat hunian. Penelitian sejalan 
yang dilakukan Randy (2013) menyatakan bahwa 
kemampuan membayar sewa Rusunawa Marunda 
berada pada kisaran Rp 304.000,00 – Rp 371.000,00 
per bulan, beberapa faktor yang mempunyai 
keeratan dengan kemampuan membayar 
responden adalah pendapatan keluarga per bulan, 
pendidikan, pekerjaan, dan akses ke tempat kerja. 
Tiga faktor terbesar yang dapat menjelaskan variasi 
kebutuhan rumah yaitu faktor karir perumahan, 
lokasi (jarak terdekat rumah dengan akses ekonomi, 
pendidikan, peribadatan dan kesehatan), dan usaha 
pengadaan dana untuk rumah (Rosa, 2012). 
Beberapa metode digunakan untuk menentukan 
batasan pendapatan (yang didekati dengan 
pengeluaran) keluarga, berkaitan dengan program 
bantuan peru-mahan, diantaranya melalui 
pendekatan kebutuhan hidup layak (KHL), garis 
kemiskinan (GK), harga rumah, desil pendapatan, 
dan AMI (Area Median Income). Dasar dari 
penentuan batasan pendapatan terkait dengan 
pemenuhan hak terhadap kebutuhan hidup layak, 
termasuk salah satunya kebutuhan rumah layak, 
khususnya untuk masyarakat berpenghasilan 
rendah. Didukung dengan hasil penelitian Rosa 
(2014) di Kota Bandung, terjadi kecen-derungan 
semakin banyak jumlah anggota keluarga semakin 
kecil persentase rumah yang memenuhi luas lantai 
minimal yang harus dipenuhi untuk memenuhi 
kriteria rumah layak dan sehat, pada umumnya 
kondisi ini terjadi di tempat hunian masyarakat 
berpenghasilan rendah dengan penghasilan sama 
dengan atau  kurang dari Rp 1.000.000,-. Hasil 
Penelitian Waha Caecilia dan Sondakh Jemmy 
(2014) menyatakan bahwa Implikasi kebijakan 
negara dalam pembangunan perumahan bagi 
masyarakat miskin masih berbenturan dengan 
kendala-kendala seperti kebijakan yang 
berorientasi pasar, ketersediaan lahan dan belum 
berorientasi pada pemerataan khususnya hak 
masyarakat miskin untuk memperoleh rumah yang 
layak huni baik perumahan RS, RSS maupun RSH. 
Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2014 tentang 
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 
dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui 
Kredit/Pembiayaan Pemilikan Ru-mah Sejahtera 
bagi masyarakat berpengha-silan rendah 
menetapkan ketentuan Kelom-pok Sasaran KPR 
Sejahtera Berdasarkan Batasan Penghasilan.  Angka 
tersebut masih menjadi bahan diskusi untuk 
ketepatannya, sehingga perlu dievaluasi kembali 
ber-dasarkan pengeluaran standar kehidupan layak 
dan atau harga rumah. 
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Salah satu yang masih menjadi bahan diskusi dan 
perdebatan saat ini adalah ada-lah Apakah batasan 
pendapatan masyarakat yang berhak mendapatkan 
subsisdi bantuan pengadaan perumahan bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah. Angka tersebut 
sangat penting untuk ditetapkan secara tepat, 
karena ketidaktepatan penentuan batasan angka 
pendapatan keluarga akan berpengaruh terhadap 
ketepatan objek yang mendapatkan subsidi, pada 
akhirnya bera-kibat pada ketepatan keluarga yang 
berhak mendapatkan rumah. Hal tersebut menjadi 
salah satu prediksi penyebab banyaknya rumah 
yang tidak dihuni, karena perun-tukkan rumah 
tidak tepat sasaran. Usaha tersebut menjadi 
kewajiban pemerintah yang harus dilakukan guna 
memenuhi hak masyarakat sesuai dengan amanat 
UU PKP, nomor  1, tahun 2011, bahwa hak setiap 
warga negara untuk menempati, dan atau memiliki 
rumah yang layak dalam ling-kungan yang sehat, 
aman, serasi dan teratur.  
 
Pemerintah sebagai inisiator pembangunan rusun 
perlu melakukan tindakan, untuk menjamin tingkat 
keberlanjutan kepen-dudukan. Hal ini menyangkut 
kepas-tian pemenuhan kebutuhan pokok, sandang, 
pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan 
menetapkan anggaran yang pro pada pemenuhan 
kebutuhan pokok, maka kemungkinan MBR untuk 
menghuni daerah ilegal akan berkurang dan dapat 
diatasi.  
 
Dalam tulisan ini akan dibahas, batasan pendapatan 
masyarakat berdasarkan standar AMI. Metode ini 
digunakan dalam menentukan batasan pendapatan 
rumah tangga, untuk menentukan sasaran rumah 
tangga yang berhak mendapatkan bantuan subsidi 
perumahan. Untuk selanjutnya informasi tersebut 
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
penetapan kebijakan penyediaan perumahan.  
 
KAJIAN PUSTAKA 
 
Ketentuan Kelompok Sasaran KPR Sejahtera  
Berdasarkan Batasan Penghasilan tertuang 
dalam Permen PUPR Nomor 20/PRT/ M/2014 
tentang Fasilitas Likuiditas Pembi-ayaan 
Perumahan (FLPP), dengan uraian dapat dilihat 
pada tabel 1. 
 
Tabel 1. Kelompok Sasaran KPR Sejahtera 
Berdasarkan Batasan Penghasilan 
No Kelompok Sasaran KPR 
Sejahtera 
Penghasilan per 
Bulan Paling 
Banyak 
1 KPR Sejahtera Tapak Rp. 4.000.000 
2 KPR Sejahtera Syariah 
Tapak 
Rp. 4.000.000 
3 KPR Sejahtera  Susun Rp. 7.000.000 
4 KPR Sejahtera Syariah 
Susun 
Rp. 7.000.000 
                Sumber: PermenPUPR Nomor 20/PRT/M/2014 
 
Housing and Urban Development (HUD) adalah 
instansi pemerintah yang bergerak di bidang 
perumahan dan pembangunan perkotaan Amerika 
Serikat. HUD mene-tapkan standar keterjangkuan 
suatu rumah tangga, untuk menentukan program 
bantu-an perumahan berdasarkan kelas penda-
patan rumah tangga berdasarkan Area Median 
Income (AMI). Median adalah titik tengah distribusi 
pendapatan suatu wilayah, separuh rumah tangga 
di suatu wilayah memperoleh lebih dari median dan 
sete-ngahnya berpenghasilan kurang dari me-dian. 
Program kebijakan perumahan yang di terapkan di 
suatu wilyah Negara Amerika Serikat ini adalah 
50% dari pendapatan median area layak 
mendapatkan fasilitas perumahan terjangkau yang 
telah dise-diakan pemerintah untuk masyarakat 
yang berpenghasilan rendah. Setiap kelas penda-
patan, pemerintah  memberikan kebijakan yang 
berbeda sesuai dengan jumlah anggota keluarga 
suatu rumah tangga. Ditentukan tiga tingkatan kelas 
pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah 
yaitu : 
1. Pada atau di bawah 30% AMI (pendapatan 
sangat rendah sekali) 
2. Antara 31 dan 50% AMI (pendapatan sangat 
rendah) 
3. Antara 51 dan 80% AMI (pendapatan rendah) 
4. Antara 81 dan 120% AMI (pendapatan sedang) 
 
Kelas pendapatan tersebut ditentukan untuk setiap 
rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga 1 
sampai dengan 6 orang (Metropolitan Council, 
2015).  
 
Standar ukuran pengeluaran hidup layak untuk 
masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia 
telah dikelaurkan oleh beberapa instansi, salah 
satunya garis kemiskinan (GK), merupakan angka 
yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).  
Garis Kemiskinan adalah rupiah yang diper-lukan 
agar penduduk dapat hidup layak secara minimum 
untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 
kkal/ kapita/hari dan kebutuhan non-pangan 
esensial seperti pe-rumahan, sandang, kesehatan, 
pendidikan, transportasi dan lainnya. Besarnya 
Garis Kemiskinan untuk Propinsi Jawa Barat Rp 
325.017,- (BPS, 2017). Kemenakertrans, 
mengeluarkan angka Kebutuhan Hidup Layak 
(KHL) adalah standar kebutuhan hidup pekerja/ 
buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik 
dalam 1 bulan.  kebutuhan kalori layak bagi pekerja 
lajang 3.000 k kalori/org/hari (konsumsi), Sandang, 
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Perumahan, Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, 
dan rekreasi + tabungan (Peraturan Presiden No.78 
tahun 2015 tentang Pengupahan), besar KHL Kota 
Bandung tahun 2017 adalah Rp. 2.790.000,-. Angka 
KHL ini, digunakan untuk menen-tukan UMP (upah 
minimum propinsi) atau UMK (upah minimum 
kota). 
 
METODOLOGI 
 
Gambaran pengeluaran masyarakat Kota Bandung, 
dilihat berdasarkan data primer dari sampel, 
dengan unit sampling keluarga. Metode multy stage 
sampling (sampling bertahap) digunakan untuk 
pengambilan sampel dalam penelitian ini, 
mengambil resiko kesalahan sebesar 8%, 
ditentukan jumlah sampel sebesar 733 kepala 
keluarga dari 771.592 KK di Kota Bandung. Metode 
analisis  deskriptif digunakan untuk menge-tahui 
kelas pengeluaran berdasarkan meto-de AMI, 
sedangkan analisis Chisquare digunakan untuk 
mengetahui hubungan antara variable yang 
berpengaruh terhadap 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Angka-angka tersebut di atas bila dikaitkan dengan 
biaya pengeluaran perumahan, maka perlu dilihat 
kebutuhan pengeluaran dalam suatu kelu-arga, 
artinya pengeluaran sesuai dengan jumlah anggota 
keluarga dalam suatu keluarga, termasuk 
didalamnya penge-luaran untuk perumahan. Bila 
GK dan KHL akan digunakan untuk ukuran standar 
bantuan perumahan, perlu disesuaikan untuk 
kebutuhan pengeluaran keluarga dengan berbagai 
jumlah anggota keluarga. 
 
KELAS PENDAPATAN MASYARAKAT UNTUK 
BANTUAN PERUMAHAN BER-DASARKAN 
METODE AMI 
 
Cara menentukan standar kelas pendapatan 
untuk mendapatkan bantuan perumahan dengan 
menggunakan metode Area Median Income: 
1. Mengelompokkan keluarga berdasarkan jumlah 
anggota keluarga, mulai dari jum-lah anggota 
keluarga 1 sampai dengan terbanyak; 
2. Mengurutkan pendapatan (didekati dengan 
jumlah pengeluaran) untuk seti-ap kelompok 
jumlah anggota keluarga, mulaidari terkecil 
sampai terbesar. 
3. Menentukan letak median income, adalah letak 
pendapatan yang membagi 2 pendapatan 
masyarakat menjadi 50% di bawah median 
income dan 50% di atas median income. 
4. Menentukan kelas pendapatan, menjadi kelas 
pendapatan: 1) sangat rendah sekali; 2) sangat 
rendah; 3) rendah; dan 4) sedang. 
5. Menentukan batasan kelas pendapatan: 
a. Pendapatan sangat rendah sekali ≤ 30% AMI 
= 30% x 50% = 15% 
b. 31% AMI = 15,50 < Pendapatan sangat 
rendah ≤ 50% AMI =  25%  
c. 51% AMI = 15,50 < Pendapatan rendah ≤ 
80% AMI =  40%  
d. 81% AMI = 40,50 < Pendapatan sedang ≤ 
120% AMI =  60% 
 
Perhitungan metode AMI digunakan dalam 
menetapkan kelas pendapatan untuk setiap jumlah 
anggota keluarga dapat dilihat pada tabel 2 di 
bawah ini.  KHL merupakan pengeluaran 1orang 
bujang/bulan untuk pekerja buruh, bila 
dibandingkan dengan range untuk 
pengeluaran/pendapatan 1 orang anggota keluarga 
mulai sangat rendah sekali sampai sedang yang 
dihitung berda-sarkan perhitungan standar AMI, 
terletak dibawah angka KHL Kota Bandung (Rp 
2.700.000,-), demikian juga untuk pengelu-aran 
dengan jumlah anggota keluarga 2 sampai 7 yang 
telah ditentukan berda-sarkan standar AMI, masih 
ada yang terletak di bawah KHL. Hal tersebut 
memberikan gambaran bahwa angka KHL yang 
telah ditentukan di Propinsi Jawa Barat, berada di 
atas median income (jumlah anggota 1 orang = Rp 
2.175.0000), atau bila pengeluaran suatu keluarga 
dihitung berdasarkan standar hidup yang telah 
ditentukan dalam KHL maka aturan pendapatan 
minimal berdasarkan KHL sudah cukup baik. 
 
Hanya bila standar KHL ini dijadikan sebagai 
pendapatan untuk membiayai seluruh anggota 
keluarga, dimana yang bekerja hanya kepala rumah 
tangga, maka akan menjadi nilai yang rendah untuk 
membiayai kehidupan standar layak untuk 
keluarga, KHL ini digunakan untuk menenntukan 
angka Upah Minimal baik kota maupun propinsi. 
Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa sampai 
jumlah anggota keluarga 3, garis KHL terletak di 
atas masyarakat berpenghasilan rendah 
berdasarkan kelas pendapatan standar AMI (garis 
berwarna hijau muda), tapi bila pendapatan 
tersebut digunakan untuk membiayai keluarga 
dengan jumlah anggota keluarga 4 orang, maka 
tidak akan mencukupi, karena terlalu rendah. 
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   Gambar 1.  Peta Letak Tingkatan Pendapatan    
                          Masyarakat Kota Bandung  
                          berdasarkan Metode AMI 
PermenPUPR Nomor 20/PRT/M/2014 tentang 
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 
penghasilan perbulan suatu keluarga untuk 
mendapatkan subsidi rumah tapak = Rp 4.000.000,- 
, dan rumah susun Rp 7.000.000,-. Dengan melihat 
kelas pendapatan berdasarkan standar AMI, 
pendapatan Rp 4.000.000,- ada pada kelas 
pendapatan sedang dengan jumlah anggota 
keluarga 3 dan 4 orang serta pendapatan rendah  
dan sedang untuk jumlah anggota keluarga 5 dan 6 
orang, merupakan kelu-arga yang berhak 
mendapatkan subsidi rumah tapak. Sedangkan yang 
berhak mendapatkan subsidi rumah susun berada 
pada kelas pendapatan sedang dengan jumlah 
anggota keluarga 5 orang. 
     Gambar 2 Besaran Nilai Pengeluaran     
      berdasarkan Standar AMI dan KHL 
 
Tabel 2 Kelas Pendapatan Keluarga di Kota 
Bandung berdasarkan Standar AMI 
 
JMLH 
Anggota  
Keluarga 
Kelas Pendapatan berdasarkan Standar AMI dalam  (ribuan rupiah) 
Median Mean 30% 
AMI 
(31-50) % AMI (51–80)% AMI (81-120)% AMI 
1 999 999,1-1.307 1.307,1-1.810 1.810,1-2.497 2.175 3.625 
2 1.085 1.085,1-1.502 1.502,1-1.980 1.980,1-3.008 2.500 3.651,3 
3 1.371 1.371,1-1.905 1.905,1-2.990 2.990,1-4.010 3.382,5 5.725.7 
4 1.765 1.765,1-2.425 2.425,1-3.900 3.900,1-6.100 4.895 6.559,6 
5 2.690 2.690,1-3.885 3.885,1-5.400 5.400,1-7.360 6.417,5 8.147 
6 2.742 2.742,1-3.265 3.265,1-5.500 5.500,1-6.483 5.995 7.459 
7 atau 
lebih 
2.210 2.210,1-2.630 2.630,1-3.529 3.529,1-5.507 4.695,5 8.036,5 
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Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa median 
pengeluaran keluarga naik sejalan dengan 
pertambahan jumlah anggota keluarga, sampai 
jumlah anggota keluarga 1 sampai dengan 5, dan 
mengalami penurunan ketika jumlah anggota 
keluarga 6.   Hal tersebut menggambarkan 
bahwa, pada kondisi nor-mal yang seharusnya 
pertambahan jumlah anggota keluarga akan 
disertai dengan pertambahan jumlah 
pengeluaran, hal tersebut terjadi ketika jumlah 
anggota keluarga 1 sampai dengan 5 orang, 
namun ketika jumlah anggota keluarga 6 orang, 
biaya pengeluaran yang dikeluarkan malah 
menurun. Artinya pengeluaran untuk jumlah 
anggota keluarga 6 orang lebih sedikit 
dibandingkan dengan jumlah ang-gota keluarga 5 
orang, memperlihatkan adanya kecenderungan 
jumlah anggota keluarga banyak untuk 
masyarakat yang berpenghasilan rendah, 
gambaran tersebut diperkuat dengan data pada 
tabel 2 yaitu kelas pendapatan berdasarkan 
standar AMI. Disamping itu pengeluaran 
merupakan pre-diksi yang paling tepat untuk 
pendapatan.  
 
Jumlah persentase pendapatan (didekati dengan 
jumlah pengeluaran) masyarakat Kota Bandung 
memperlihatkan tren yang menaik untuk setiap 
kenaikkan jumlah anggota keluarga, secara rinci 
dapat di lihat pada gambar 3. Artinya persentase 
masya-rakat berpenghasilan sangat rendah lebih 
sedikit dibandingkan dengan masyarakat 
berpenghasilan rendah, demikian juga bila 
dibandingkan dengan pendapatan yang lebih 
tinggi lagi, untuk semua jumlah ang-gota 
keluarga, kecuali jumlah anggota kelu-arga 2 dan 
1, terjadi penurunan persentasi jumlah 
masyarakat berpenghasilan rendah ke sedang, 
kemudian meningkat lagi untuk yang 
berpenghasilan tinggi. 
 
 
Gambar 3 Jumlah Keluarga dalam Range Kelas 
AMI dalam %     
 
 
 
KETERKAITAN KELAS PENDAPATAN DAN 
SOSEK TERHADAP FAKTOR PERUMAHAN 
 
Analisis CHAID digunakan untuk mengetahui 
pengaruh pendapatan terhadap faktor sosial dan 
perumahan. Faktor sosial diukur melalui : 
1. Jumlah anggota keluarga 
2. Umur kepala keluarga 
3. Status kawin 
4. Ijazah akhir 
 
Sedangkan faktor perumahan diukur mela-lui : 
1. Jenis hunian 
2. Alasan tinggal 
3. Kepuasan terhadap lokasi 
4. Status rumah 
5. Intensitas pindah 
Faktor Ekonomi diukur melalui pendapatan, 
pada tulisan ini didekati dengan pengelu-aran. 
Sebagai variabel terikat ditentukan intensitas 
pindah. Melalui analisis CHAID ingin diketahui 
faktor apa (sosek dan perumahan) yang 
mempengaruhi intensitas pindah,  
 
Hasil analisis CHAID dapat dilihat bahwa Faktor 
yang berpengaruh terhadap inten-sitas pindah 
adalah Jenis hunian dan penda-patan. Intensitas 
pindah dibagi dalam 5 kategori yaitu: 
1. Tidak pernah pindah, kelompok ini umumnya 
ketika sudah berumah tangga tinggal di 
rumah orang tua, salah satu pasangannya. 
Kalaupun terjadi perpin-dahan, hanya 
berlaku untuk salah seorang pasangannya, 
pindah dari rumah orang tuanya ke rumah 
mertua. 
2. 1 kali pindah 
3. 2 kali pindah 
4. 3 kali pindah 
5. lebih dari 3 kali pindah 
Karakteristik masyarakat Kota Bandung 
berkaitan dengan perpindahan rumah, 
persentase tertinggi tidak pernah pindah 74,5%; 
1 kali pindah 19,9%; 2 kali pindah 3,4%; 3 kali 
pindah 1,1% dan lebih dari 3 kali pindah 1,1%. 
Secara umum berkaitan dengan perpindahan 
rumah, masyarakat Kota Bandung memiliki 
karakteristik untuk menetap di suatu tempat, 
peningkatan kondisi rumah dilakukan melalui 
perluasan dan kualitas rumah di lokasi yang 
sama.  Sesuai dengan hasil penelitian Pongai, dkk 
(2017) bahwa di perumahan bumi karawaci, 
mengalami banyak perubahan fisik dan 
pemanfaatan hunian. Secara filosofis, hunian 
dibangun untuk memenuhi kebutuhan normatif 
keluarga. Ketika hunian tidak dapat memenuhi 
kebutuhan tersebut, akibat perubahan siklus 
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hidup keluarga dan kondisi sosial ekonomi 
keluarga, maka terjadi kondisi yang disebut 
defisit hunian. Variabel yang paling 
mempengaruhi intensitas pindah adalah jenis 
hunian dan pendapatan. Jenis hunian dibagi 
dalam 4 kategori : 
1. Rumah formal 
2. Rumah informal 
3. Rusunawa dan 
4. Rusunami 
 
Sedangkan pendapatan dibagi dalam 7 kategori, 
berdasarkan standar perhitungan AMI, seperti 
yang telah ditentukan di atas.  Jenis hunian yang 
pada awalnya dikelompokkan menjadi 4 
kategori, dengan analisis CHAID ini terbagi 
terbagi menjadi 2 kelompok: 
1. Kelompok 1, masyarakat yang tinggal di 
rumah formal dan rusunami serta, 
2. Kelompok 2, masyarakat yang tinggal di 
rumah informal dan rusunawa. 
Terjadi korelasi karakteristik yang tinggi antara 
masyarakat yang tinggal di rumah formal dan 
rusunami, menjadi kelompok 1, serta antara 
masyarakat yang tinggal di rumah informal dan 
rusunawa, menjadi kelompok 2, berkaitan 
dengan intensitas kepindahan.  
 
Kelompok 1, berjumlah 86%, terdiri dari: 
1. 78,6% dari 86% atau = 68% dari seluruh 
sampel tidak melakukan perpindahan; 
2. 15,6% dari 86% atau = 13,51% dari seluruh 
sampel melakukan 1 kali pindah; 
3. 3,6% dari 86% atau   = 3,12% dari seluruh 
sampel melakukan 2 kali pindah; dan 
4.  2,2% dari 86% atau  = 1,9% dari selurah 
sampel melakukan perpindahan 3 kali atau 
lebih. 
 
Kelompok 1, terbagi menjadi 3 kategori lagi, 
berasarkan tingkat pendapatan, pada awalnya 
terbagi menjadi 7 kategori pendapatan, setelah 
dianalisis dengan CHAID, mengelompok menjadi 
3 kelompok: 
a. Sub kelompok a, pendapatan ≤ 30% AMI dan 
51% AMI < Pendapatan ≤ 80% AMI, 
berjumlah, berjumlah 26,3% dari 86% = 
22,78%; 
b. Sub kelompok b, pendapatan > rata-rata 
(mean), berjumlah 25,9% dari 86% = 22,43%; 
dan 
c. Sisanya berkelompok menjadi 1, berjumlah 
34,4% dari 86% =29,79%. 
Pengelompokkan sub a dan sub c tidak 
berdasarkan tingkatan pendapatan, hal ini terjadi 
karena penghunian keluarga sebasar 78,6% hak 
milik, dan 22% memiliki rumah dari warisan, 
salah satunya yang menyebabkan kelompok 
masyarakat dengan pendapatan sangat rendah 
sekali memiliki rumah. 
 
Kelompok 2, berjumlah 13,4% terdiri dari: 
1. 48% dari 13,4% atau = 6,43% dari seluruh 
sampel tidak melakukan perpindahan; 
2. 48% dari 13,4% atau = 13,51% dari seluruh 
sampel melakukan 1 kali pindah; 
3. 2% dari  13,4% atau   = 0,27% dari seluruh 
sampel melakukan 2 kali pindah; dan 
4.  2% dari 13,4% atau  = 0,27% dari selurah 
sampel melakukan perpindahan 3 kali atau 
lebih. 
Untuk lebih jelas hasil analisis CHAID, dapat 
dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 4 Hasil Analisis CHAID untuk Intensitas 
Pindah 
 
KEBIJAKAN PROGRAM PERUMAHAN BAGI 
MASYARAKAT BERPENGHA-SILAN 
RENDAH 
 
Keberadaan keluarga berpenghasilan rendah di 
perkotaan di perlukan, agar kegiatan ekonomi 
berjalan dengan baik perlu adanya keberadaan 
masyarakat bawah dengan profesi buruh angkut, 
buruh bangunan, pembantu rumah tangga, 
penjaga toko dan lain sebagainya, tanpa adanya 
masyarakat berpenghasilan rendah roda 
ekonomi tidak akan jalan. Permasalahan yang 
muncul adalah, harga rumah di perko-taan 
sangat tinggi, tidak terjangkau oleh masyarakat 
berpenghasilan rendah. Tempat huni yang 
mampu mereka bayar adalah di pinggiran kota. 
Masalah yang akan muncul ketika masyarakat 
berpenghasilan rendah tinggal di pinggiran kota 
adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya 
transportasi tinggi, hal tersebut akan membebani 
biaya hidup golongan masyarakat ini. 
 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 
cenderung memilih lokasi untuk Bermukim 
dengan alasan ekonomi yaitu lokasi rumah yang 
dekat dengan lokasi bekerja mereka. hal ini dapat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dilihat dari lokasi dan tempat bekerja Responden 
yang tidak terlalu jauh dan masih berada dalam 1 
kecamatan (Putra Akbar Satrio dan Manaf 
Asnawi, 2014). Bila di paksakan tinggal 
diperkotaan, karena keterbatasan kondisi 
ekonomi hanya dapat tinggal di lokasi yang tidak 
diperbo-lehkan, dengan bangunan rumah yang 
sea-danya, pada akhirnya mengakibatkan mun-
culnya perumahan kumuh. 
 
Dalam menentukan batas pendapatan 
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu 
dipertimbangkan pendapatan keluar-ga 
dikaitkan dengan jumlah anggota kelu-arga, 
sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel 2 
Kelas Pendapatan Keluarga di Kota Bandung 
berdasarkan Standar AMI.  Demi-kian juga 
dengan kebutuhan rumah, ketika masih 
bujangan, hanya dibutuhkan rumah tipe studio, 
kemudian setelah menikah, dibutuhkan rumah 
dengan fungsi rumah yang lebih lengkap, 
sekurang-kurangnya perlu adanya dapur, dan 
ruang keluarga. Ketika mempunyai anak 
pertama, kebutuhan akan meningkat lagi, 
diperlukan tidak hanya satu kamar tidur, perlu 
adanya kamar tidur anak selain kamar tidur 
orang tua, pertambahan ruang akan terus 
bertambah ketika terjadi pertambahan dan 
pertumbuhan anak. Gambaran kebutuhan rumah 
seperti ini yang dikatakan career perumahan 
(Housing career). 
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Beberapa program penyediaan perumahan bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan 
adalah: 
a. Pengaturan mix use untuk perumahan tengah 
kota, aturan ini sebenarnya su-dah ada dalam 
Peraturan Menteri Peru-mahan Rakyat 
nomor 07 tahun 2013 tentang Perubahan atas 
Peraturan  Men-teri Perumahan Rakyat no 10 
tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Peruma-han dan Kawasan Permukiman 
dengan Hunian Berimbang. Pelaksanaan pem-
bangunan perumahan dengan hunian 
berimbang bagi pemenuhan kebutuhan 
rumah umum untuk MBR, masih belum 
terlaksana dengan maksimal, karena adanya 
beberapa kendala: 1) Sulitnya pelaku 
pembangunan rumah umum dan rumah 
susun umum untuk mendapatkan lokasi pada 
kabupaten/kota yang sama; 2) Sulitnya 
pembangunan rumah komersial dan rumah 
susun komersial dilakukan oleh badan hukum 
yang sama dengan pembangunan rumah 
umum dan rumah susun umum;  3) Ijin yang 
dikeluarkan pemerintah daerah belum 
memuat kewajiban hunian berimbang; 4) 
Lemahnya kebijakan pemberian insentif dan 
disinsentif dan (5) Lemahnya penegakan 
hokum (Maharani Sri, 2015).   
 
b. Pembangunan rumah vertikal, dengan 
tingginya harga tanah, untuk mengu-rangi 
biaya yang dikeluarkan dalam penyediaan 
lahan untuk perumahan, maka untuk satu 
luasan kavling diba-ngun beberapa jumlah 
rumah secara vertikal. Sisi lain biaya 
konstruksi untuk bangunan vertical cukup 
tinggi, perlu subsidi cukup besar dari 
pemerintah, terutama masyarakat dengan 
penda-patan sangat rendah sekali. Perlu 
inovasi untuk keberlanjutan kehidupan 
masya-rakat golongan ini salah satu contoh 
program yang pernah diterapkan di 
rusunawa Cokrodirjan dengan pola 
pengelolaan swakelola memiliki komu-nitas 
yang cukup kuat dengan adanya ikatan sosial 
yang tinggi antar penghuni, karena masih 
membawa struktur sosial kampung. 
Kelebihan dari pola penge-lolaan ini yaitu 
proses pengambilan keputusan lebih 
konsensus. Norma dan etika menjadi 
kekuatan untuk proses kontrol utilisasi 
(Krisna Adyasari, 2015). 
 
c. Rumah deret, sehingga penggunaan luas 
lahan untuk rumah lebih minimal, perlu 
disediakan untuk  ruang terbuka, ber-main 
anak dan tempat parkir. 
 
d. Pengembangan hunian vertikal yang 
diintegrasikan dengan konsep Transit 
Oriented Development (TOD) dinilai sebagai 
salah satu solusi terhadap per-masalahan 
perumahan, sekaligus me-ngurai kemacetan 
lalu lintas di kota-kota besar. Konsep TOD 
mengoptimalkan pemanfaatan transportasi 
massal ber-basis koridor eksklusif, yang 
meliputi Mass Rapid Transport, Monorel, 
Com-muter Train, Bus Rapid Transit, dengan 
kawasan permukiman dan pusat kegiatan 
lainnya, terutama komersial.  
e. Konsolidasi lahan adalah penggabungan 
beberapa parsel tanah (yang dimiliki oleh 
pemilik yang berbeda) dan meng-hapus 
batasan kepemilikan menjadi sebuah situs 
besar yang dapat digunakan untuk proyek 
pembangunan yang teren-cana. Skema ini 
biasanya dilakukan di permukiman tua 
dengan kepadatan rendah di tengah kota, dan 
merubahnya menjadi bagian dari kota yang 
berke-padatan tinggi, baru, memiliki jumlah 
unit rumah dengan luas yang lebih kecil, 
rancangan yang lebih efisien, serta fasilitas 
umum dan infrastruktur yang lebih baik.  
 
f. Untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat 
berpenghasilan sangat rendah sekali dan 
sangat rendah, disamping diberikan program 
bantuan perumahan juga perlu diberikan 
prog-ram pengelolaan sumber daya manusia 
melalui peningkatan  kualitas sumber daya 
manusia. Hasil penelitian Rahayuningsih Sri 
dan Murdiyanto Agus (2015) yang dilakukan 
pada kelompok pengrajin batik pada 
Kecamatan Gunung Pati Semarang 
didapatkan informasi bahwa wanita miskin 
mempunyai potensi yang besar untuk di gali 
dan dikembangkan yaitu ketersediaan wak-
tu, tenaga dan kegigihan mereka bekerja ikut 
mencari nafkah. Pendekatan parti-sipasi 
merupakan langkah pember-dayaan wanita 
miskin. Pendekatan ini mampu mengajak ibu-
ibu rumah tangga berpartisipasi 
meningkatkan kualitas diri, diyakini sebagai 
cara yang luwes, namun lebih disesuaikan 
kondisi di lapangan dengan memperhatikan 
kon-disi, potensi, distribusi dari wanita 
miskin di perdesaan tersebut.  
 
g. Dalam penerapan dilapangan untuk program 
penyediaan perumahan selain diterapkan 
penyediaan perumahan berimbang untuk 
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rumah mewah, sedang dan sederhana, juga 
perlu disediakan rumah dengan berbagai tipe 
rumah untuk masyarakat yang masih bujang, 
dan keluarga dengan jumlah anggota keluarga 
baru menikah, punya anak satu dan 
stereusnya, dengan berbagai status 
kepemilikan (sewa, sewa beli dan milik), serta 
jenis konstruksi (rusun atau landen). 
Disamping itu perlu disiapkan regulasi yang 
mengatur untuk memu-dahkan suatu 
keluarga mudah untuk mengakses 
perpindahan rumah sesuai dengan kebutuhan 
rumah berdasarkan perkembangan jumlah 
anggota keluarga dan ekonomi keluarga. 
Sejalan dengan perkembangan sosek, suatu 
keluarga mungkin saja tetap berada pada satu 
kelompok pendapatan, atau terjadi 
peningkatan ke kelompok yang lebih tinggi 
atau sebaliknya. Keluarga mampu 
berdasarkan pendapatan pada saat ini, 
mungkin saja pada perjalanan kehi-dupan 
sosek masa lampunya mengalami tahap tidak 
mampu, atau sebaliknya, kondisi tersebut 
akan berpengaruh terhadap pemenuhan 
kebutuhan akan perumahan. Penyediaan 
perumahan khususnya untuk masyarakat 
berpeng-hasilan rendah perlu bantuan 
(subsidi) dan arahan dari pemerintah, karena 
keterbatasan ekonomi untuk mengakses 
perumahan. Sedangkan untuk masya-rakat 
mampu (pendapatan > 120% AMI) bisa 
dilepas di pasar perumahan.    
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan berdasarkan hasil 
penelitian sampel masyarakat Kota Bandung 
adalah: 
1. Tingkat urbanisasi di perkotaan cukup tinggi, 
harga lahan menjadi mahal, khususnya untuk 
perumahan, menyebabkan akses masyarakat 
MBR untuk mendapatkan perumahan 
menjadi terbatas.  Diperlukan regulasi 
penataan ruang untuk mengoptimalkan 
fungsi lahan, khususnya untuk memfasilitasi 
masyarakat MBR dalam mendapatkan rumah. 
Salah satu indicator yang dijadikan dasar 
program perumahan tersebut adalah 
pendapatan keluarga, khususnya untuk 
masyarakat MBR. 
2. Angka UMP atau UMK, akan mencukupi biaya 
untuk seseorang yang belum menikah, tapi 
tidak akan cukup bila digunakan untuk 
membiayai keluarga dengan jumlah anggota 2 
atau lebih, karana angka KHL didapatkan 
berda-sarkan kebutuhan minimum hidup 
layak per bulan, buruh bujang, dengan penga-
laman kurang dari 1 tahun.  
3. Kelas pendapatan dengan metode yang 
digunakan AMI  untuk jumlah keluarga 1 dan 
2 sampai kelas pendapatan sedang berada di 
bawah angka KHL, artinya angkanya kelas 
pendapatan AMI terletak pada angka yang 
lebih dari 60% (kelas pendapatn sedang) dari 
seluruh amggota keluarga 1 sampai dengan 2 
orang. 
4. Angka area median income dapat digunakan 
sebagai urutan prioritas yang berhak 
mendapatkan bantuan peru-mahan, dengan 
mempertimbangkan jumlah anggota 
keluarga. Angka ini dapat memberikan 
informasi yang baik, untuk program 
penyediaan perumahan dengan berbagai 
ukuran rumah untuk disesuaikan jumlah 
anggota keluarga. 
 
Saran 
Jenis program bantuan perumahan yang 
diberikan pada setiap kelas pendapatan AMI 
berbeda, disesuaikan dengan harga rumah, 
kondisi pendapatan masyarakat untuk setiap 
kelas pendapatan dan kemampuan pemerintah, 
sehingga tepat sasaran. 
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